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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-
undang Hukum Acara Pidana ;

Unaang-undang Nomorr 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian ;

Undang—undang Momor 24  Tzahun 1992 tentang
Panataan Ruang

Uﬁd&ngwundang Momor 18 Tahun 1997 tentang Fajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang—undang Nomor 23 Tahun 1997 tfentang

Pengalolaan Lingkungan Hidup :

AUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemer-—

intahan Dasrah :

Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Hukum acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Keputusan residen Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran
Bagi Ferusahaan—perusahaan Yang Mengadakan
Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor & Tahun

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1987 tentang Pepertiban Pungutan-pungutan dan

angka Waktu terhadap Pemberian -Ijin vﬁdang‘
)

undang Gangguan { Hinder Ordonantis

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1982 tantang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib

Pengusahaan Kawasan Industri  serta Prosedur
Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan
Ijin Undang-undang Sangguan { UUG ) / HO Bagi
Perusahaan-parusahaan vang Berlokasi  di  Luar

Kawasan Industri ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7  Tahun
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1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijiin Mendirikan

(
{u

n

Bangunan IMB } serts Ijin Undang-undang

Gangguan Us } / HO bagi Perusahaan—perusahaan

vang berlokasi di Luar Kawasan Industri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
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F

Pemerintah Daerah

Menteri Dalam Negeri Momor 174 Tahun

tentang Paedoman Tata Cara Pemungutan

F

busi Dasrah

Kaeputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor

1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Retribusi Dasrah

3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
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Instruks HMenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendiri-

Ijif‘;

sy

dan Gangguan

Undang-—undang

C¥]

Kabupaten Daerah Tingkat II

Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Parwakilan Rakvat Daerah

Desembsr 1999 Nomor

)’f;

Z24/KER/1999 tentang Persetujuan Penetapan

Rancangan Peraturan Dasrah Kabupaten Pati

tentang Retribusi Ijin Gangguan Menjadi

Peraturan Daerah.

ian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
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BB IX
MAaSA RETRIBUSI DAM SAAT RETRIBUSI TERUIANG
Pasal 11

(1) Masa Retribusi untuk tempat usaha/kegiatan vang
tidak masuk kategori wajib aMDal waktu lamanva
Z (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain Oleh

Bupati.

{2} Masa Retribusi untuk Tempat Usaha/Kegiatan vang
masuk Kategori wajib AMDAL Jangka waktu lamanya
t {14
Pasal 12
Retribusi terutang pada saat ditsrbit! va  SHERD
atau dol o vang dipsrsamakan.

an X
si | HDAFTARAN

Pasal i3

{1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPJORD.

{2} SPJORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dlisi  dengan benar dan lengkap ssrta ditanda-

tangani oclesh Wajib Retribusi atau kuasanva.

{%} Bentuk, 1isi, serta tata cara pengisian dan

penvampalan SPJORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB HI
PEMETAPA&N RETRIBUSI

Pasal 14

{1) Berdasarkan SPJdORD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) reribusi terutang ditetapkan
dengan menarbitkan SKRD atau dokumsn lainnya
vang dipersamakan.

{2) Bentuk ..._..
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